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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1 PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk. 

PT. ANTAM (Persero) Tbk atau ANTAM, merupakan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam melalui 

diversifikasi dan integrasi usaha dengan aktivitas eksplorasi, penambangan, 

pengolahan dan pemurnian, serta pemasaran bahan mineral dan logam di 

Indonesia. ANTAM didirikan pada 5 Juli 1968 sebagai hasil penggabungan dari 

Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Umum Negara, 

Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia, Perusahaan Negara Tambang 

Emas Tjikotok, Perusahaan Negara Logam Mulia, PT Nikel Indonesia, Proyek 

Intan dan Proyek-proyek eks Bapetamb. ANTAM terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sejak 27 November tahun 1997 dengan kode perdagangan saham 

ANTM. Kepemilikan saham ANTAM adalah 65% oleh Pemerintah Indonesia dan 

35% sisanya dimiliki oleh investor publik. Produk utama ANTAM saat ini terdiri 

dari tiga kelompok besar, yaitu: 

1. Produk mineral dan mineral olahan, terdiri dari: 

a. Bijih Nikel 

b. Feronikel 

c. Emas 

d. Perak 

e. Bijih bauksit 
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2. Jasa pemurnian logam mulia (emas dan perak) 

3. Jasa eksplorasi pertambangan (Geomin) 

Daerah operasi ANTAM tersebar di berbagai lokasi di Indonesia, yang 

terdiri dari 13 sebaran lokasi operasional dengan masing-masing jenis produk,  

yaitu: 

1. Tambang Nikel dan Pabrik Feronikel berlokasi di Pomalaa 

2. Tambang Nikel berlokasi di Tanjung Buli 

3. Tambang Emas dan Pabrik berlokasi di Pongkor 

4. Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia berlokasi di Jakarta 

5. Tambang Bauksit berlokasi di Tayan 

6. Unit Geomin berlokasi di Jakarta 

7. Pascatambang Bauksit berlokasi di Kijang 

8. Pascatambang Emas berlokasi di Cikotok 

9. Pascatambang Pasir Besi berlokasi di Kutoarjo 

10. Pascatambang Nikel berlokasi di Pulau Gebe Gebe Island 

11. Pascatambang Pasir Besi berlokasi di Cilacap 

12. Pascatambang Batu Kapur berlokasi di Wawo 

13. Kantor Pusat berlokasi di Jakarta 

Untuk mengendalikan kegiatan operasi di berbagai area penambangan 

tersebut, ANTAM memiliki Kantor Pusat di Jakarta. Untuk memaksimalkan 

kegiatan pemasaran, ANTAM memiliki kantor perwakilan di Tokyo, Jepang dan 

Shanghai, Cina. 
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4.2  PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

Bank Negara Indonesia (BNI) didirikan pada bulan Juli 1946 BNI yang 

dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan bank pertama yang 

didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia 

Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank 

Negara Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan 

publik diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada  tahun 

1996. Kemampuan BNI untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan 

lingkungan, sosial-budaya serta teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan 

identitas perusahaan yang berkelanjutan dari masa ke masa.Hal ini juga 

menegaskan dedikasi dan komitmen BNI terhadap perbaikan kualitas kinerja 

secara terus – menerus. 

Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui mulai digunakan 

untuk menggambarkan prospek dimasa depan yang lebih baik setelah keberhasilan 

mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan “Bank BNI” dipersingkat menjadi 

BNI, sedangkan tahun pendirian “46” digunakan dalam logo perusahaan untuk 

meneguhkan kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era 

Negra Kesatuan Republik Indonesia. 

Saat ini Bank BNI memiliki 168 kantor cabang, 912 cabang pembantu 

domestik serta 693 outlet lainnya. Selain itu, jaringan Bank BNI juga meliputi 4 

kantor cabang luar negeri yaitu Singapura, Hong Kong, Tokyo dan London serta 1 

kantor perwakilan di New York. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih 
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saham Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah Negara Republik Indonesia, 

dengan persentase kepemilikan sebesar 60,00%. 

 

4.3  PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. 

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. atau Jasa Marga merupakan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha pengelolaan, 

pemeliharaan dan pengadaan jaringan jalan tol, dengan berkantor pusat di Plaza 

Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Jasa Marga berdiri sejak tahun 1978 

berdasarkan Akta No. 1 tanggal 01 Maret 1978, dengan nama, “PT Jasa Marga 

(Indonesia HighwayCorporation)”, yang kemudian diubah berdasarkan Akta No. 

187 tanggal 19 Mei 1981 dan nama Perseroan diubah menjadi “PT Jasa Marga 

(Persero)”, keduanya dibuat dihadapan Kartini Muljadi, SH., pada saat itu Notaris 

di Jakarta.  

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 

tanggal 12 September 2007 tentang perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan 

dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk peningkatan modal 

dasar, modal ditempatkan dan disetor, perubahan nilai nominal dan klasifikasi 

saham, perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan 

terbuka, dan perubahan nama Perseroan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) 

PT Jasa Marga (Indonesia Highway Corporatama) Tbk. atau PT Jasa Marga 

(Persero) Tbk.  

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah 

turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah 

di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya 
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pembangunan di bidang pengusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya 

dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan terbatas. Untuk mencapai maksud 

dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai 

berikut: 

1. Melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian 

dan/atau pemeliharaan jalan tol. 

2. Mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (Rumijatol) dan lahan yang 

berbatasan dengan Rumijatol untuk tempat istirahat dan pelayanan, berikut 

dengan fasilitas-fasilitas dan usaha lainnya. 

Kegiatan usaha tersebut dilakukan Perseroan melalui proses 

merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol serta 

sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi sebagai jalan bebas 

hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan umum bukan tol. 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, selain melakukan kegiatan usaha utama, 

Perseroan juga melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu: 

1. Bidang pengembangan properti di wilayah yang berdekatan dengan 

koridor jalan tol. 

2. Bidang pengembangan jasa untuk usahausaha yang terkait dengan moda-

moda/sarana transportasi, pendistribusian material cair/padat/ gas, jaringan 

sarana informasi, teknologi dan komunikasi, terkait dengan koridor jalan 

tol. 

3. Bidang jasa dan perdagangan untuk layanan konstruksi, pemeliharaan dan 

pengoperasian jalan tol. 
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Jasa Marga telah memiliki 9 Cabang dan 13 Anak Perusahaan bergerak di 

bidang pengelolaan jalan tol dan bidang konstruksi. Jasa Marga beserta 11 anak 

perusahaan dibidang usaha pengelolaan jalan tol merupakan pemegang konsesi 

untuk 23 ruas jalan tol yang 18 ruas di antaranya sepanjang 576 km telah 

beroperasi, termasuk empat ruas baru yang dioperasikan secara bertahap yaitu 

Jalan Tol Bogor Outer Ring Road Ruas Sentul Selatan-Kedung Badak (5,8 km), 

Jalan Tol Semarang-Solo Ruas Semarang-Bawen (23,10 km), Jalan Tol Surabaya- 

Mojokerto Ruas Waru-Sepanjang (2,30 km), serta mengoperasikan secara penuh 

Jalan Tol Nusa Dua- Ngurah Rai-Benoa (10,00 km) dan Jalan Tol JORR W2 

Utara (7,70 km). Sehingga sampai dengan akhir tahun 2014, Perseroan menguasai 

72% pangsa pasarindustri jalan tol dari segi panjang jalan (km) di Indonesia. 

Selain bergerak dalam bisnis jalan tol, Perseroan juga melakukan beberapa 

kegiatan usaha non tol untuk mensinergikan dan memaksimalkan pengembangan 

aset-aset yang dimiliki Perseroan. Kegiatan usaha tersebut diperkuat dengan 

mendirikan dua entitas anak perusahaan yaitu PT Jasa Layanan Pemeliharaan 

(JLP), dahulu PT Sarana Marga Utama, yang didirikan pada tahun 1988 dan 

diakuisisi sejak tahun 2010 bergerak dalam bidang jasa konstruksi, perdagangan 

dan persewaan kendaraan serta PT Jasamarga Properti yang didirikan pada tahun 

2013 dan bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan dan jasa terkait 

properti. Pada kedua entitas tersebut, Perseroan merupakan pemegang saham 

mayoritas. 

Berdasarkan jenis usaha yang dilakukan maka pendapatan usaha Perseroan 

berasal dari transaksi kendaraan yang melewati jalan tol (pendapatan tol) dan 
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pendapatan usaha non tol yang terdiri dari sewa lahan, pendapatan iklan, tempat 

peristirahatan dan jasa pengoperasian jalan tol pihak lain serta jasa pemeliharaan. 

 

4.4  PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 

PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk. didirikan pada tanggal 13 Mei 1965 dan 

telah tumbuh menjadi pemimpin dalam bidang transmisi dan distribusi gas bumi 

di Indonesia dengan pengalaman dalam industri gas selama hampir 100 tahun 

dalam penanganan dan distribusi gas yang efektif, aman dan efisien.  

Sejarah awal dari perusahaan ini dimulai pada tahun 1859 sebagai 

perusahaan swasta Belanda Firma L.J.N Eindhoven yang kemudian diambil alih 

oleh Pemerintah Republik Indonesia dan menjadi Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) bernama Perusahaan Negara Gas pada tahun 1965. Kemudian PGN 

bertransformasi menjadi BUMN terbuka melalui penawaran saham perdana 

kepada publik pada tanggal 5 Desember 2003 dengan kode saham PGAS yang 

tercatat di Bursa Efek Jakarta. Sampai dengan akhir tahun 2014, pemegang saham 

PGN adalah pemerintah sebesar 56,96% dan publik sebesar 43,04%.  

Hingga saat ini, PGN adalah BUMN dikelola secara profesional dan 

berfokus untuk mendistribusikan dan menghubungkan sumber-sumber gas bumi 

utama Indonesia dengan pelanggan dan konsumen. Memanfaatkan kekayaan 

sumber energi bersih negeri ini demi kesejahteraan seluruh masyarakat. 

Dari kantor pusat PGN yang berlokasi di Jalan K.H. Zainul Arifin No. 20, 

Jakarta 11140, Indonesia, kami berkomitmen untuk mengelola kekayaan gas bumi 

negeri ini dan memberikan layanan terbaik bagi seluruh pelanggan. Pelanggan 

kami berasal dari berbagai lapisan masyarakat dan industri, mulai dari pelanggan 
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sektor rumah tangga, komersial, industri, dan pembangkitan tenaga listrik. Untuk 

tujuan ini PGN didukung oleh anakanak perusahaan di bidang eksporasi hulu (PT 

Saka Energi Indonesia), pengelolaan hilir (PT Gagas Energi Indonesia), LNG 

(PGN LNG Indonesia), kontruksi (PT PGAS Solution), telekomunikasi (PT 

PGAS Telekomunikasi Nusantara), transmisi gas alam (PT Transportasi Gas 

Indonesia), terminal regasifikasi dan floating storage (PT Nusantara Regas), dan 

PT Permata Graha Nusantara (Permata). Dapat kami laporkan selama tahun 2014 

tidak terdapat perubahan signifikan terkait struktur saham dan kepemilikan PGN. 

Ke depan, PGN akan terus mengasah keahlian, kemampuan dan semangat 

kami untuk berperan lebih jauh dalam pengelolaan dan pemanfaatan energi baru 

dan terbarukan demi memenuhi kebutuhan energi Indonesia secara berkelanjutan. 

 

4.5  PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. 

PT. Telkom Indonesia Tbk (Persero) atau disebut Telkom berdiri sejak 23 

Oktober 1856 dengan kantor pusat berkedudukan di Jalan Japati No. 1 Bandung, 

Jawa Barat. PT. Telkom Indonesia Tbk memiliki total 572 jaringan kantor 

pelayanan (Plasa Telkom) yang tersebar di 34 provinsi dan 511 kota/kabupaten di 

seluruh Indonesia dengan dukungan 25.284 karyawan. Telkom adalah Badan 

Usaha Milik Negara (“BUMN”) yang bergerak di bidang jasa layanan jasa dan 

jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Perseroan 

adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,56% sedangkan 47,44% sisanya 

dikuasai oleh publik. Saham Perseroan diperdagangkan di BEI dan NYSE. 

PT. Telkom Indonesia Tbk terus berinovasi serta membangun sinergi 

seluruh produk, layanan, dan solusi melalui seluruh entitas anak serta memperkuat 
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organisasi dengan pembentukan Board of Executive (“BoE”).BoE mewadahi 

mekanisme parenting terhadap entitas anak dengan mengelompokkan entitas anak 

dalam empat kategori, yaitu bisnis seluler, media, infrastruktur, dan internasional. 

Bisnis seluler dipimpin PT. Telekomunikasi Indonesia Selular (“Telkomsel”), 

bisnis media dipimpin PT. Multimedia Nusantara (“TelkomMetra”) bisnis 

infrastruktur berada dalam koordinasi PT. Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia 

(“TelkomInfra”), sedangkan bisnis internasional dikendalikan oleh PT. 

Telekomunikasi Indonesia International (“Telin”). 

 

4.6 PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk 

PT. Wijaya Karya (persero) Tbk didirikan berdasarkan undang-undang 

No.19 tahun 1960 JO peraturan pemerintah No.64 tahun 1961 tentang Pendirian 

Perusahaan Negara/PN “Widjaja Karja” tanggal 29 Maret 1961. Berdasarkan 

peraturan pemerintah No.64 ini pula, perusahaan bangunan bekas milik belanda 

yang bernama Namloze Vennotschap Techsnische Handel Maatschappijen 

Bouwbedriif Vis en Co. yang telah dikenakan nasionalisasi dilebur ke dalam PN 

Widjaja Karja. 

Berdasarkan peraturan pemerintah No.40 tanggal 22 Juli 1971, PN.Widjaja 

Karja dinyatakan bubar dan dialihkan bentuknya menjadi perusahaan perseroaan 

(PERSERO), sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 Undang-undang No.9 

tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia N0.40 tahun 1969, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 2904). Selanjutnya perseroan ini 

dinamakan “PT Wijaya Karya” berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.110 

tanggal 20 Desember 1972 yang dibuat dihadapan Dian Paramita Tamzil, pada 
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waktu itu pengganti dari D Muljadi SH., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan 

Naskah Pendirian Perseroan Terbatas “PT Wijaya Karya” No.106 tanggal 17 

April yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi SH Notaris dijakarta, keduanya telah 

disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan 

No.Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973, didaftarkan di pengadilan negeri Jakarta 

dengan No.1723 dan No.1724 tanggal 16 Mei 1973, serta telah diumumkan dalam 

Berita Negara Republik Indonesia No.76 tanggal 21 September 1973, tambahan 

No.683. 

AD dasar perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir 

sebagaiman termaktub dalam Akta Nomor 3 tanggal 01 September 2015 tentang 

perubahaan anggaran dasar PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai dengan Nomor 

pendaftaran 401509200073 yang dibuat oleh notaries Ir. Nanette Chayanie 

Handari Adi Warsito SH, Notaris kota administrasi Jakarta Selatan, yang 

perubahan-perubahan sebagaiman dinytakan dalam akta tersebut telah 

diberitahukan kepada Menteri Hukun dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor AHU-0941709. AH.01.02 Tahun 2015 Tentang persetujuan perubahan 

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. 

Wijaya Karya Tbk. Maka maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam 

bidang : industri,konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, 

investasi, agro industri, industrienergi, energi terbarukan, dan energi konversi, 

penyelenggaraan perkeretaapian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan 

kebandarudaraan, logistik, perdagangan. 
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Modal dasar PT. WIKA Rp. 1.600.000.000.000 dan modal ditempatkan 

Rp. 14.922.500.000.kepemilikan pemerintah Republik Indonesia 65,05% dan 

publik 34,95%. Tahun 2015 menandai dimulainya babak baru WIKA dengan 

menggarap proyek-proyek infrastruktur berskala raksasa yang tak hanya 

menentang namun mempertaruhkan nama baik bangsa, yakni proyek MRT (Mas 

Rapid Transportation) jurusan kota Lebak Bulus di Jakarta dan proyek Kereta Api 

Cepat Jakarta-Bandung.didalam proyek yang terakhir ini WIKA menjadi 

pemimpin di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI), perusahaan patungan 

empat BUMN Indonesia yang menggarap proyek tersebut. PT PSBI selanjutnya 

akan bekerja sama dengan BUMN China sekaligus menandai berdirinya patungan 

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIAC). 

 

 

 

 

 


